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Abstract 
 This research aims to find out the Implementation of Dynamic Archieve Management Policies 
at PT. Konstrindo Putra Perkasa in Palu City, Central Sulawesi. The usefulnes of this research is 
theoretical and practical. In the Literate review explains the concept of Public Policy and the Concept 
Archive Management Policy. The flow of thought by the theory of policy implementation Edward III 
which includes the factors of communication, disposition, resources and bureaucratic structure. 
Research white qualitative method, PT. Konstrindo Putra Perkasa Research Location in Palu City 
Central Sulawesi, Research time for the three month, Informants are elements of Leadership and staff. 
Definition Operational Concept related to the implementation model of the policy. Qualitative data 
type, and data sources namely Secondary data and Primary Data. The Discussion explained,explicity 
about the Implementation of Dynamic Archive Management Policy at PT. Konstrindo Putra Perkasa at 
PT. Konstrindo Putra Perkasa in Palu city, Central Sulawesi and concluded that the Dynamic Archive 
Management Policy at PT. Konstrindo Putra Perkasa In Palu Central Sulawesi not maximal was 
caused lack of human resources manager archives, facilities that have not been in accordance with 
aplicable standars and archival rules, and lack of socialization from the relevant goverment. 
Keywords: Implementation of policy, Communication, Disposition, Resources and Bureaucracy 
Structure. 
 
Perkembangan teknologi dewasa ini 
semakin menuntut pentingnya informasi bagi 
setiap organisasi, baik pemerintah maupun 
swasta. Karena pada dasarnya keseluruhan 
kegiatan organisasi membutuhkan informasi 
sebagai pendukung proses kerja adinistrasi dan 
pelaksanaan fungsi manajemen. Salah satu 
sumber informasi yang dapat menunjang proses 
kegiatan administrasi adalah arsip. Dunia 
perkantoran yang semakin maju, seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
pada umumnya dan bidang administrasi pada 
khususnya menyebabkan bidang kearsipan 
berkembang pula.  
Setiap organisasi, baik organisasi yang 
berorientasi pada keuntungan (profit motive) 
maupun organisasi yang tidak berorientasi pada 
keuntungan (non profit motive) dapat dipastikan 
mempunyai suatu unit khusus yang bertugas 
dalam bidang administrasi. Kegiatan 
administrasi pada suatu kantor pada dasarnya 
juga mempunyai suatu hasil, dan hasil atau 
produk dari suatu kantor adalah surat, formulir, 
laporan dan lain sebagainya yang berkaitan 
dengan administrasi.  
Kegiatan administrasi pada  dasarnya 
adalah menghasilkan, menerima, mengolah dan 
menyimpan berbagai surat, formulir, laporan 
dan lain sebagainya (Agus dan Teguh, 2005 : 1-
2).  
Penyelenggaraan kearsipan adalah 
keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, 
pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dalam 
suatu sistem kearsipan nasional yang didukung 
oleh sumber daya manusia, prasarana dan 
sarana serta sumberdaya lainnya. 
Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk 
menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang 
dilakukan oleh Lembaga Negara, Pemerintah 
Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, 
Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan 
danPerseorangan, serta ANRI sebagai 
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penyelenggara Kearsipan Nasional. 
Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan 
berasakan kepastian hukum, keautentikan dan 
keterpercayaan, keutuhan, asal usul (Principle 
of provenance), aturan asli (Principle Of 
Original Order, keamanan dan keselamatan, 
keprofesionalan, keresponsifan, keantisipatifan, 
kepartisipapatifan, akuntabilitas, kemanfaatan, 
aksebilitas dan kepentingan umum. Ruang 
lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi 
keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan 
kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu 
sistem kearsipan nasional yang didukung oleh 
sumber daya manusia, prasarana dan sarana dan 
sumber daya lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
Dalam ilmu kearsipan (archifal science 
atau achivologi), disamping kata arsip dalam 
bahasa indonesia, kita masih mengenal kata 
archives dalam bahasa belanda, file dalam 
bahasa inggris. Dalam bahasa Inggris  ada tiga 
istilah arsip yang sering dikemukakan yaitu file, 
record, archive (Wursanto, 1991: 11).  
Pada hakikatnya, kearsipan memegang 
peranan penting bagi jalannya sebuah kegiatan 
pendokumentasian, yaitu sebagai sumber 
informasi bagi masyarakat dan sebagai pusat 
ingatan bagi sebuah organisasi itu sendiri. 
Kearsipan mempunyai andil yang cukup 
penting bagi setiap kantor atau lembaga. 
Disamping sebagai pusat informasi, kearsipan 
diperlukan dalam rangka pengawasan kegiatan. 
Manajemen kearsipan yang dikelola dengan 
baik akan memudahkan pimpinan membuat 
keputusan dan merencanakan kebijakan dalam 
sebuah perusahaan. Hal ini terbukti dengan 
diperlukannya beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang kearsipan.  
Pengelolaan kearsipan di Indonesia diatur 
dalam Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 
tentang kearsipan yang menjelaskan bahwa 
kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan 
dengan arsip. Arsip adalah catatan atau rekaman 
dari setiap kegiatan yang di lakukan sebagai alat 
bantu untuk mengingat maupun untuk 
keperluan administrasi, hukum dan 
kepentingan-kepentingan pembuktian yang 
otentik. 
Undang-undang no.43 Tahun 2009 
menjelaskan bahwa arsip dinamis adalah arsip 
yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 
penciptaan arsip dan disimpan selama jangka 
waktu tertentu. Arsip Dinamis merupakan salah 
satu sumber informasi penting yang dapat 
menunjang proses administrasi maupun 
birokrasi. 
Pengelolaan arsip dinamis wajib 
dilakukan oleh seluruh pencipta arsip yang 
meliputi : 
a. Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, 
Perguruan Tinggi Negeri, serta BUMN dan 
BUMD; 
b. Perusahaan dan perguruan tinggi swasta 
yang kegiatannya dibiayai oleh APBN, 
APBD, dan bantuan luar negeri;  
c. Pihak ketiga yang diberi pekerjaan 
berdasarkan perjanjian kerja dengan 
Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, 
Perguruan Tinggi Negeri serta BUMN atau 
BUMD sebagai pemberi kerja. 
Menurut Undang-undang No.43 Tahun 
2009 Arsip Dinamis  dibedakan menjadi 3 
(tiga) bentuk : 
1) Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya  
merupakan persyaratan dasar bagi 
kelangsungan operasional pencipta arsip , 
tidak dapat di perbaharui dan tidak 
tergantikan apabila rusak maupun hilang. 
2) Arsip Aktif adalah arsip yang tingkat 
penggunaannya tinggi atau terus menerus 
3) Arsip Inaktif adalah arsip yang tingkat 
penggunaannya jarang atau tidak sering 
digunakan, namun akan lebih menyulitkan 
apabila sewaktu-waktu sangat dibutuhkan. 
Melihat peranan arsip dinamis sebagai 
kegiatan administrasi maka perlu adanya 
penanganan arsip sesuai kaidah penyimpanan. 
Kegiatan administrasi salah satunya adalah 
penyediaan informasi yang di butuhkan untuk 
kepentingan manajemen. Dengan demikian 
sebuah perusahaan yang mempunyai banyak 
kegiatan diharapkan mempunyai prosedur 
penataan yang nantinya dapat berjalan efisien 
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dan efektif. Apabila dalam penataan arsipnya 
tidak maksimal maka pada saat arsip tersebut 
dibutuhkan kembali akan susah dalam 
pencariannya yang mengakibatkan penyediaan 
informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan 
manajemen akan mengalami hambatan. 
Permasalahan-permasalahan dalam 
pengelolaan arsip juga dialami oleh PT. 
Konstrindo Putra Perkasa sebagai perusahaan 
yang bergerak di bidang konstruksi yang 
memiliki banyak kegiatan bisnis jasa seperti 
sewa menyewa alat berat, pelaksana suatu 
proyek di mana kegiatan tersebut banyak 
berhubungan dengan kontrak kerja, surat 
menyurat, laporan-laporan dan lain sebagainya. 
Dari uraian kegiatan yang tertera dalam 
penjelasan tersebut maka perusahaan banyak 
menciptakan arsip setiap harinya, untuk itu 
dalam penataan arsipnya harus dengan kaidah 
yang benar. Namun pada kenyataannya arsip 
yang tercipta tidak tertata dengan baik karena 
banyak kendala salah satunya yaitu kurangnya 
pengetahuan tentang pengelolaan arsip yg baik, 
serta sarana prasarana yang kurang memadai. 
Berdasarkan atas pemikiran tersebut, maka di 
rasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “ 
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Arsip 




Penelitian ini merupakan 
penelitiandeskriptif dengan menggunakan 
pendekatankualitatif. Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang menggambarkan 
keadaan subyek atau objek penelitian ( 
Seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain ) 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk menunjukkan Pengelolaan 
Arsip Dinamis  di PT. Konstrindo Putra 
Perkasa. 
Secara metedologis, penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 
Moloeng (2007:4) : “Pendekatan kualitatif 
adalah suatu prosedur  penelitian yang 
menghasilkan data berupa kata-kata tertulis 
dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. 
Makna yang terkandung dalam 
pendekatan kualitatif ini ditunjukkan melalui 
implementasi dilapangan dengan melakukan 
pengamatan terhadap suatu gejala, baik 
pengamatan langsung melaui informasi 
maupun dengan mempelajari data-data. 
Metode penelitian kualitatif adalah 
metode penelitian yang sistematis digunakan 
untuk mengkaji atau meneliti suatu objek 
tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa 
ada pengujian hipotesis, dengan metode – 
metode yang alamiah ketika hasil penelitian 
yang diharapkan bukanlah generalisasi 
berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun 
makna (segi kualitas) dari fenomena yang 
diamati. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Didirikan di Kota Palu Sulawesi Tengah 
pada tahun 2010, PT. Konstrindo Putra 
Perkasa merupakan salah satu perusahaan 
lokal dalam sektor ekonomi yang 
berhubungan dengan suatu perencanaan atau 
pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan 
konstruksi untuk membentuk suatu bangunan 
atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan 
penggunaan dan pemanfaatan bangunan 
tersebut menyangkut kepentingan dan 
keselamatan masyarakat pengguna bangunan. 
PT. Konstrindo Putra Perkasa lahir dan 
eksis serta berkembang dilingkungan 
dinamika kehidupan bangsa dengan konsisten 
mengabdi dan berkarya untuk negeri. Selain 
di bidang jasa konstruksi PT. Konstrindo 
Putra Perkasa juga bergerak di bidang 
Pertambangan serta Penyewaan Alat Berat. 
Ditengah ketatnya kondisi persaingan 
bisnis jasa konstruksi ini, PT. Konstrindo 
Putra berupaya keras untuk menjaga 
kelangsungan hidup perusahaannya. 
Terjaganya eksistensi suatu perusahaan 
diantaranya tergantung pada kemampuan 
perusahaan untuk melihat peluang-peluang 
pasar yang ada. Dalam kondisi seperti ini, 
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bidang pemasaran perusahaan memegang 
peranan yang paling besar. 
Saat ini persaingan di dunia konstruksi 
semakin tinggi di karenakan maraknya 
kontraktor asing yang mengambil alih 
pelaksanaan konstruksi nasional, terkadang 
perusahaan kecil berhadapan dengan 
kontraktor besar, semisal kontraktor yang 
berasal dari Badan Usaha Milik Negara. Hal 
itu disebabkan oleh karena klasifikasi 
kontraktor tidak membedakan segmentasi 
dalam suatu persaingan lelang proyek. 
Menjadi perusahaan swasta nasional 
terdepan di industri jasa konstruksi, 
berkembang secara berkesinambungan, 
memberikan kesejahteraan kepada karyawan, 
pengurus, pemegang saham dan stake holder 
lainnya melalui komitmen terhadap CSR 
(corporate social responsibility) dan tata 
kelola perusahaan yang baik (good corporate 
governance) merupakan visi dari PT. 
Konstrindo Putra Perkasa. 
Untuk mencapai visi tersebut, PT. 
Konstrindo Putra Perkasa telah menerapkan 
misi strategi sebagai Pemberdayaan maksimal 
dari lima pilar usaha konstruksi : Pemasaran, 
Operasional, Keuangan, Sumber Daya 
Manusia dan Informasi, Menyamakan 
persepsi diantara manajemen untuk 
mempertahankan nilai-nilai perusahaan dan 
mencapai tujuan bersama, Pelatihan dan 
rekrumen sumber daya manusia yang tepat, 
untuk menghasilkan tenaga kerja yang 
kompoten, berdedikasi dan bersemangat 
tinggi sesuai budaya perusahaan, Penerapan 
prinsip kehati-hatian dalam pengambilan 
keputusan dan tata kelola perusahaan yang 
baik (good corporate governance), 
Peningkatan kompetisi di era globalisasi lewat 
kerjasama dengan perusahaan kontraktor 
nasional maupun internasional. 
Organisasi dapat didefenisikan sebagai 
komponen orang-orang yang bekerja 
berdasarkan suatu aturan untuk mencapai 
suatu tujuan yang diinginkan. Organisasi 
merupakan wadah atau tempat menjalankan 
kegiatan untuk mencapai tujuan serta rencana 
yang telat ditetapkan. Oleh karena itu 
perusahaan sebagai jaringan hubungan antara 
beberapa fungsi, maka dari itu dalam suatu 
perusahaan perlu menyusun struktur 
organisasi yang menunjukkan kondisi saling 
keterkaitan dan wewenang serta tanggung 
jawab sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
dan kesimpangsiuran dalam proses kerja serta 
dalam mendorong kerjasama yang baik. 
Perusahaan yang baik pada umumnya 
memiliki struktur organisasi. Dengan adanya 
struktur organisasi maka setiap karyawan 
dengan sendirinya mengetahui tugas dan 
kedudukannya serta dapat mengetahui kepada 
siapa dia bertanggungjawab. Keith Davis dan 
John W. Newstrom menyatakan bahwa : 
struktur organisasi adalah stategi besar yang 
diciptakan untuk mengatur orang-orang yang 
bekerja bersama-sama. 
Berdasarkan bagan struktur organisasi 
PT. Konstrindo Putra Perkasa maka 
selanjutnya tata kerja dari masing-masing 
devisi yang terdapat dalam bagan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Dewan Komisaris bertugas merumuskan 
kebijakan-kebijakan perusahaan. Dewan 
ini mengadakan rapat secara berkala untuk 
mendengarkan laporan. 
2. Direktur Utama bertugas mengorganisir 
stafnya ke dalam panitia-panitia operating 
dan kemudian mencurahkan sebagian besar 
waktunya dalam pekerjaan panitia-panitia 
itu, misalnya mengadakan rapat dengan 
panitia underwriting, keuangan, dll. 
3. Bagian Pemasaran bertugas menganalisa 
dan membuat strategi pemasaran kemudian 
memasarkan hasil produksi perusahaan 
melalui berbagai cara agar produk tersebut 
dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat 
luas. 
4. Bagian Keuangan bertugas melaksanakan 
urusan keuangan terutama pengelolaan 
utang piutang serta gaji karyawan 
perusahaan dll. 
5. Bagian Umum bertugas melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan 
dan rencana kerja di mana tugas pokoknya 
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melaksanakan kegiatan yang berhubungan 
dengan surat menyurat serta mengarsipkan 
dokumen perusahaan. 
6. Manager Proyek bertugas merencanakan 
atau menjadwalkan proyek, mengelola 
sumber daya dan mengkomunikasikan 
proyek. 
7. Koordinator Lapangan bertugas melakukan 
pengawasan, meneliti dan memberi 
pengarahan untuk pelaksanaan pekerjaan 
serta meneliti permintaan biaya. 
Arsip dinamis adalah  arsip yang 
digunakan secara langsung dalam kegiatan 
pencipta arsip dan disimpan selama jangka 
waktu tertentu(UU Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan). Salah satu tujuan 
pengelolaan arsip dinamis adalah untuk 
menjamin ketersediaan dalam 
penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan 
akuntabilitas  kinerja dan alat bukti yang sah. 
Penciptaan Arsip dilaksanakan dengan baik 
dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan 
dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga 
menghasilkan arsip yang autentik, utuh, dan 
terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pejabat atau orang yang 
bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip 
dinamis wajib menjaga keauntentikan, 
keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip 
yang dikelolanya secara akurat. Penciptakaan 
arsip dilaksanakan  berdasarkan analisis 
fungsi dan tugas organisasi, pencipta arsip 
wajib menyediakan arsip dinamis bagi 
kepentingan pengguna arsip yang berhak. 
Pemeliharaan arsip dinamis dilaksanakan oleh 
pencipta arsip untuk menjamin keamanan 
informasi dan fisik arsip yang harus sesuai 
dengan standar pemeliharaan arsip.  
Pengelolaan Arsip Dinamis di PT. 
Konstrindo Putra Perkasa dilaksanakan untuk 
menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan 
akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah 
dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas 
sebagai Perusahaan lokal yang bergerak di 
bidang konstruksi. Pengelolaan ini meliputi, 
penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, 
penyusutan, serta program arsip vital dan 
arsip terjaga lainnya. 
Penelitian ini akan membahas secara 
Kualitatif tentang Implementasi Kebijakan 
Pengelolaan Arsip Dinamis di PT. Konstrindo 
Putra Perkasa Palu Sulawesi Tengah. Untuk 
memberikan pemaparan hasil wawancara dan 
kesimpulan yang terdapat dilapangan pada 
saat penelitian serta item-item pertanyaan 
dalam mengalisis terhadap Pengelolaan Arsip 
Dinamis, yang menggunakan hasil wawancara 
dengan beberapa informandengan uraian 
sebagai berikut :  
1. Dari Indikator Komunikasi yaitu 
Transmisi, Konsistensi dan Kejelasan 
dalam Pengelolaan Arsip Dinamis. 
2. Sumber Daya yaituSumber-sumber yang di 
maksudadalah : Direktur, staf keuangan 
dan administrasi yang melaksanakan tugas 
serta wewenang dan fasilitas yang 
diperlukan untuk melaksanakan 
Pengelolaan Arsip Dinamis. 
3. Disposisi adalah dukungan terhadap 
pelaksanaan kebijakan dalam Pengelolaan 
Arsip Dinamis. 
4. Struktur Birokrasi adalah Mekanis mekerja 
dalam birokrasi, baik secara sadar atau 
tidak memilih bentuk-bentuk untuk 
kesepakatan kolektif dalam memecahkan 
masalah Pengelolaan Arsip Dinamis. 
Adapun Aspek-aspek yang 
mempengaruhi Implementasi Kebijakan 
Pengelolaan Arsip Dinamis dapat 




Komunikasi merupakan proses 
terjadinya interaksi penyampaian pesan 
melalui mediator. Setiap kebijakan yang 
memiliki kekuatan hukum sebelum 
diimplementasikan, sangat perlu 
dikomunikasikan baik-baik dari pengambil 
kebijakan terhadap pelaksana kebijakan 
maupun dari pelaksana kebijakan kepada 
publik/masyarakat sebagai kelompok sasaran. 
Komunikasi mempunyai peranan yang sangat 
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penting dalam penyampaian suatu kebijakan, 
oleh karna itu kebijakan yang akan 
disampaikan harus di pahami dengan baik 
oleh pelaksananya. Dengan demikian 
kebijakan tersebut dapat di komunikasikan 
dan disebarkan dengan jelas, akurat dan 
konsisten serta tidak menimbulkan 
kontradiksi. Keberhasilan implementasi 
kebijakan masyarakat agar implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan, apa 
yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 
harus ditransmisikan kelompok sasaran 
(target group) sehingga akan mengurai 
distorsi implementasi. Apabila tujuan dan 
sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau 
bahkan tidak diketahui sama sekali oleh 
kelompok sasaran, maka kemungkinan akan 
terjadi resistensi dari kelompok sasaran.  
Implementasi Kebijakan Pengelolaan 
Arsip Dinamis yang menjadi tugas PT. 
Konstrindo Putra Perkasa, Komunikasi dua 
arah secara timbal balik dalam suatu 
organisasi sangat penting sekali, karena jika 
satu arah saja dari pimpinan kepada bawahan 
maka roda organisasi tidak akan berjalan 
dengan baik. Pimpinan perlu mengetahui 
laporan, tanggapan atau saran 
karyawan/karyawati sehingga suatu keputusan 
dapat diambil dalam rangka mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan.  
Komunikasi dua arah secara timbal 
balik dalam suatu organisasi sangat penting 
sekali, karena jika satu arah saja dari 
pimpinan kepada bawahan maka roda 
organisasi tidak akan berjalan dengan baik. 
Pimpinan perlu mengetahui laporan, 
tanggapan atau saran karyawan/karyawati 
sehingga suatu keputusan dapat diambil 
dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.  
Dari hasil wawancara menunjukkan 
bahwa, Komunikasi kebawah sudah dilakukan 
hanya saja masih kurangnya pengetahuan 
staff pengelola tentang cara mengelola arsip 
yang sesuai standard dan kaidah yang berlaku. 
Selanjutnya adapun upaya yang harus 
dilakukan dalam mengatasi hambatan 
transmisi kebijakan, kejelasan kebijakan dan 
konsistensi kebijakan adalah dilakukan 
dengan memahami secara jelas apa yang 
harus dilakukan dengan keputusan-keputusan 
tersebut dan bagaimana perintah-perintah itu 
dilakukan sebelum dilaksanakan agar dapat 
terhindar dari distorsi dalam implementasi 
kebijakan. Disamping itu pula keputusan-
keputusan tidak hanya untuk dipahami akan 
tetapi harus memiliki kejelasan, agar tidak 
melahirkan persepsi yang berbeda dengan 
para pelaksana kebijakan.  
Adapun hasil wawancara dalam aspek 
komunikasi yang dilakukan dalam penelitian 
tentang implementasi kebijakan pengelolaan 
arsip dinamis di PT.Konstrindo Putra Perkasa 
yaitu denganmenggunakan Teori Edward III, 
dapat di uraikan secara formal dan telah 
dilaksanakan,  terlihat beberapa pelaksana 




Kearsipan secara umum adalah suatu 
proses pengaturan dan penyimpanan bahan-
bahan atau warkat secara sistematis, sehingga 
bahan-bahan tersebut dapat dicari dengan 
cepat atau diketahui tempatnya setiap 
diperlukan. 
Sistem kearsipan yang diselenggarakan 
secara optimal akan memperlancar kegiatan 
dan tujuan perusahaan. Penataan seluruh 
kegiatan pengurusan arsip pada suatu kantor 
dapat disebut tata kearsipan atau administrasi 
kearsipan. Kearsipan memang sangat penting 
dan berguna untuk kemajuan perusahaan, 
dimana arsip yang disimpan dan digunakan 
untuk melihat kembali apa yang kita perlukan. 
Akan tetapi kearsipan ini hanya sebagai nama 
dan file saja karena orang sering lupa atau 
lalai mengarsipakan  hal tersebut, dikarenakan 
mereka merasa tidak ada tanggung jawab 
terhadap arsip tersebut. 
Implementasi suatu kebijakan 
cenderung menjadi tidak efektif, meskipun 
perintah-perintah implementasi diteruskan 
(ditransmisikan) secara cermat, jelas dan 
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pelaksana konsisten, apabila memiliki 
kekurangan sumber-sumber yang diperlukan 
oleh pelaksana untuk menjalankan kebijakan-
kebijakan. Adapun sumber yang dimaksud 
adalah ; staff yang memadai, keahlian yang 
baik untuk melaksanakan tugas serta 
wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk 
menterjemahkan usul - usul guna 
melaksanakan kebijakan publik dengan baik. 
Agar kegiatan perusahaan dapat 
berjalan lancar, maka diperlukan tenaga yang 
sesuai dengan kompetensinya. Adapun tenaga 
yang dibutuhkan untuk memperlancar 
jalannya kegiatan tersebut adalah tenaga 
lulusan: 1. Sarjana Arsiparis 2. D3 Arsiparis 
3. SLTA/SMU. 
Kondisi obyektif yang didasarkan pada 
hasil observasi peneliti dilapangan 
menunjukkan bahwa Pengelolaan Arsip 
Dinamis di PT. Konstrindo Putra Perkasa Palu 
Sulawesi Tengah tersebut masih dihadapkan 
pada sistem pengelolaan yang belum efektif 
dan efisien serta kualitas sumber daya 
manusia (staff) yang profesional belum 
memadai sehingga berakibat belum tertatanya 
arsip dengan baik. 
Dari hasil wawancara menunjukkan 
bahwa kendala utama dalam Pengelolaan 
Arsip Dinamis adalah Personil atau staff  
Profesional seperti Arsiparis yang paham 
akan tata cara pengelolaan arsip dinamis. 
Kegagalan yang sering terjadi dalam 
implementasi salah satunya disebabkan oleh 
karena staff atau aparat yang tidak 
mencukupi, memadai, ataupun tidak 
kompeten dibidangnya. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat 
disimpulkan bahwa di PT. Konstrindo Putra 
Perkasa masih terdapat kekurangan staff 
pengelola dan sarana prasaran yang masih 
sangat minim sehingga menyebabkan kritis 
bagi implementasi kebijakan pengeloaan arsip 
serta menyebabkan Pengelolaan arsip dinamis 





Dalam implementasi Pengelolaan Arsip 
Dinamis dibutuhkan sikap para pelaksana, 
baik staff pengelola maupun pimpinan 
sebagai pengambil kebijakan. Jika 
implementor setuju dengan bagian-bagian isi 
dari kebijakan  maka mereka akan 
melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 
pandangan mereka berbeda dengan pembuat 
kebijakan maka proses implementasi akan 
mengalami banyak masalah. 
Ada tiga bentuk sikap/respon 
implementor terhadap kebijakan; kesadaran 
pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk 
merespon kegiatan kearah penerimaan atau 
penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. 
Dukungan dari pimpinan sangat 
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dapat 
mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
Wujud dari dukungan pimpinan adalah 
menempatkan kebijakan menjadi prioritas, 
penempatkan pelaksana dengan orang-orang 
yang mendukung kegiatan serta penyediaan 
dana yang cukup guna memberikan insentif 
bagi para pelaksana kegiatan agar mereka 
mendukung dan bekerja secara total dalam 
melaksanakan kebijakan tersebut. 
Dari hasil wawancara peneliti 
memberikan kesimpulan apabila seseorang di 
perintah untuk melaksanakan pekerjaan yang 
tidak seimbang dengan pekerjaan yang ada, 
maka kesalahan-kesalahan tidak dapat 
dihindari. 
Menurut Edward III dalam Winarno 
(2002: 142-143) mengemukakan bahwa: 
“Kecenderungan-kecenderungan atau 
disposisi merupakan salah satu factor yang 
mempunyai konsekuensi penting bagi 
implementasi kebijakan yang efektif”. Jika 
para pelaksana mempunyai kecenderungan 
atau sikap positif atau adanya dukungan 
terhadap implementasi kebijakan maka 
terdapat kemungkinan yang besar, 
implementasi akan berjalan sesuai dengan 
keputusan awal. Demikian sebaliknya jika 
para pelaksana  bersikap negative atau 
menolak terhadapimplementasi kebijakan 
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karena konflik kepentingan maka 
implementasi kebijakan akan menghadapi 
kendala yang serius. 
Pengembangan pengetahuan, skill, dan 
inovasi adalah hal yang mutlak dalam upaya 
meningkatkan Pengelolaan Arsip Dinamis. 
Komposisi tenaga dilingkup Kantor PT. 
Konstrindo Putra Perkasa pada tahun 2018 
walau telah cenderung memadai namun 
belum ideal, baik dari segi ketersediaannya 
maupun dari segi pendidikannya. Sampai 
akhir 2018 tenaga Arsiparis di kantor tersebut 
belum ada, sedangkan rasio Arsiparis minimal 
1 orang per kantor. 
Dalam penelitian terkait sikap pimpinan 
terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur 
tentang pengelolaan arsip serta tindakan yang 
dilakukan sangat terlihat respon yang sangat 
baik oleh pimpinan dan staff yang terkait 
dalam pelaksanaan pengelolaan arsip tersebut 
dengan mengikuti berbagai bimtek/diklat 
yang diadakan oleh pemerintah. 
 
Struktur Birokrasi 
Struktur birokrasi berkenaan dengan 
kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi 
penyelenggaraan implementasi kebijakan 
publik, struktur organisasi memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap implementasi 
kebijakan. Seperti yang dikemukakan George 
Edward III dalam winarno (2002:150) bahwa 
terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi 
yakni “Standard Operasional Prosedur” 
(SOP) dan fragmentasi. Standard Operasional 
Prosedur (SOP) merupakan perkembangan 
dari tuntutan internal akan kepastian waktu, 
sumber daya kebutuhan penyeragaman dalam 
organisasi kerja yang kompleks dan luas. 
Ukuran dasar Standard Operasional Prosedur 
(SOP) atau prosedur kerja ini biasa digunakan 
untuk menanggulangi keadaan-keadaan 
umum sektor publik dan swasta. 
Dengan menggunakan SOP, para 
pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang 
tersedia dan dapat berfungsi untuk 
menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat 
dalam organisasi yang kompleks dan tersebar 
luas, sehingga dapat menimbulkan 
fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang 
besar dalam penerapan peraturan. 
Struktur birokrasi atau organisasi 
merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja organisasi 
publik, karena akan menjelaskan bagaimana 
kedudukan, tugas dan fungsi yang 
dialokasikan didalam organisasi. Struktur 
birokrasi akan mempunyai dampak yang 
signifikan terhadap cara orang melaksanakan 
tugasnya dalam organisasi. 
Walaupun sumber-sumber yang lain 
tersedia dalam melaksanakan sebuah 
kebijakan, atau para pelaksana kebijakan 
mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. 
Tetapi apabila struktur organisasi tidak 
kondusif, maka program tersebut sulit untuk 
terealisasi dengan baik. Struktur birokrasi 
atau organisasi PT. Konstrindo Putra Perkasa 
adalah merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja organisasi 
publik, karena akan menjelaskan bagaimana 
kedudukan, tugas dan fungsi yang 
dialokasikan di dalam organisasi. Struktur 
birokrasi akan mempunyai dampak yang 
signifikan terhadap cara orang melaksanakan 
tugasnya (bekerja) dalam organisasi. Ketika 
arah dan strategi organisasi secara 
keseluruhan telah ditetapkan serta struktur 
organisasi telah di desain, maka yang perlu 
diperhatikan bagaimana organisasi tersebut 
melakukan kegiatan atau menjalankan tugas 
dan fungsinya. 
Dari hasil wawancara, Struktur 
Birokrasi pada PT. Konstrindo Putra Perkasa 
sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Bila 
sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu 
kebijakan dan para implementor mengatahui 
apa yang harus dilakukan, implementasi 
masih gagal apabila struktur birokrasi yang 
ada menghalangi koordinasi yang diperlukan 
dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan 
yang kompleks membutuhkan kerjasama 
banyak orang, serta pemborosan sumber daya 
akan mempengaruhi hasil implementasi. 
Perubahan yang dilakukan tentunya akan 
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mempengaruhi individu dan secara umum 
akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. 
Flippo (1984:97-98) menyatakan bahwa 
hasil langsung dari proses organisasi adalah 
penciptaan struktur organisasi. Struktur 
adalah kerangka dasar dari hubungan formal 
yang telah disusun. Maksud dari struktur itu, 
untuk membantu dalam mengatur dan 
mengarahkan usaha-usaha yang dilakukan 
dalam organisasi, sehingga usaha-usaha itu 
terkoodinir dan konsisten dengan sasaran 
organisasi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan 
suatu organisasi yang baik, efektif, sehat dan 
efisien. Maka dalam organisasi btersebut 
perlu diterapkan beberapa asas atau prinsip 
organisasi karena organisasi yang sehat, 
efektif dan efisien adalah organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari 
diri pada asas-asas organisasi tertentu. Asas-
asas organisasi terdiri dari rumusan tujuan 
dengan jelas, pembagian pekerjaan, 
pelimpahan wewenang, koordinasi, rentang 
kendali dan kesatuan komando. 
Struktur organisasi adalah suatu sistem 
formal dari aturan dan tugas serta hubungan 
otoritas yang mengawasi bagaimana anggota 
organisasi bekerjasama dan menggunakan 
sumber daya untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Weber (dalam Keban, 2008:253-254) 
mengemukakan bahwa pembenahan struktur 
ini menyangkut pengaturan differenssiasi baik 
secara vertikal maupun secara horizontal, 
sistem dispersi otoritas, dan tingkat 
formalisasi. Differensiasi struktur baik 
bersifat fungsional maupun proyek, atau 
bentuk lain seperti process organization 
design dapat diadopsi sesuai dengan 
kompleksitas bidang yang ditangani dan 
dinamika lingkungan serta kemampuan 
organisasi. Sedangkan sistem dispersi otoritas 
harus ditentukan secara jelas menyangkut 
kapan menggunakan sistem kewenangan 
terpusat, dan kapan terdesentralisasi dengan 
mempertimbangkan terlebih dahulu 
kemampuan dan integritas pihak yang diberi 
kewenangan. Tingkat formalitas yaitu 
penggunaan aturan, prosedur dan standard 
kerja yang harus menjamin efisiensi dan 
kualitas serta fleksibilitas. 
Struktur organisasi sangat menentukan 
dinamika organisasi. Secara otoritas, suatu 
bentuk struktur organisasi sangat ditentukan 
oleh berbagai macam faktor menurut teori 
kontingensi, yaitu ukuran organisasi, 
perbedaan dalam unit-unit organisasi, 
stabilitas lingkungan, tujuan organisasi itu 
sendiri, karakteristik tugas-tugas yang ada 
dalam organisasi, karakteristik tenaga kerja 
dan pendekatan serta gaya manajemen yang 
dianut. Kebijakan dan strategi yang telah 
ditetapkan dilaksanakan dalam konteks 
organisasional. Artinya organisasi merupakan 
wahana dan wadah melalui berbagai kegiatan 
yang dilaksanakan. 
Selanjutnya kelemahan utama dari 
kelembagaan birokrasi dalam pemberian 
pelaksanaan kebijakan terletak pada desain 
struktur yang tidak konsisten dalam setiap 
rancangan struktur maupun kelengkapan 
pegawai dalam rangka mengharapkan 
pengelolaan atau pengimplementasian setiap 
kebijakan menjadi efisien dan optimal, tetapi 
justru menempatkan pelaksana kebijakan 
berdasarkan  “Like is Like” atau karena 
kedekatan kepada para penguasa. 
Dalam mengimplementasikan sebuah 
kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang 
ada turut mendukung dab berusaha 
semaksimal mungkin dalam rangka mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan di dalam 
kebijakan yang ada, karena kebijkan yang 
baik dan bagus dalam tataran konsep belum 
tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan 
apabila diimplementasikan tanpaa dukungan 
semua aktor dan dapat mengakibatkan 
kegagalan bila tidak memperhatikan semua 
faktor yang berpengaruh terhadap 
implementasi sebuah kebijakan. 
Menurut uraian tersebut diatas dapat 
dikemukakan bahwa struktur birokrasi 
berpengaruh terhadap implementasi kebijakan 
Pengelolaan Arsip Dinamis PT. Konstrindo 
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Puta Perkasa Palu Sulawesi Tengah yang 
sebenarnya bermanfaat bagi proses 
Pengeloaan Arsip yang lebih baik dan sesuai 
dengan standar undang-undang kearsipan 
yang berlaku. 
Berdasarkaan hasil penelitian penulis, 
dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi 
pada PT. Konstrindo Putra Perkasa Palu 
Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan baik 
dapat dilihat dengan Pimpinan selalu 
berkoordinasi dengan bawahannya tiap kali 
akan mengambil keputusan demi untuk 
kemajuan perusahaan kedepannya. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan terhadap hasil observassi, 
wawancara, dokumentasi dengan pihak 
stakeholder, serta analisis secara mendalam 
peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa 
Pengelolaan Arsip Dinamis di PT. Konstrindo 
Putra Perkasa Palu Sulawesi Tengah sudah 
berjalan  namun belum maksimal dikarenakan 
sumber daya yang belum terpenuhi, dalam hal 
ini belum  tersedianya sumber daya manusia 
tenaga arsiparis, staff pengelola arsip yang 
memiliki pengetahuan serta sarana prasarana 
yang belum sesuai dengan standard kearsipan. 
Hal ini menyebabkan kritis bagi Implementasi 
Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis di PT. 
Konstrindo Putra Pekasa Palu Sulawesi 
Tengah yang mengakibatkan Pengelolaan 
Arsip menjadi tidak efektif dan efisien. 
Rekomendasi  
Hasil penelitian ini menemukan 
beberaapa hal, yang bisa menjadi saran dan 
masukan peneliti berikan sebagai berikut :  
1. PT. Konstrindo Putra Perkasa Palu 
Sulawesi Tengah perlu meningkatkan 
masalah koordinasi dengan stransmisi/ 
menyampaikan kepada Pengelola Arsip 
agar dalam pengelolaan arsip harus sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 43 tentang 
Kearsipan. 
2. Pimpinan perusahaan PT. Konstrindo Putra 
Perkasa harus lebih mengetahui  tentang 
tata cara pengelolaan kearsipan yang sesuai 
standar dengan mengundang pemerintah 
terkait untuk melakukan pembinaan secara 
berkala. 
3. Pimpinan PT. Konstrindo Putra Perkasa 
agar merekrut karyawan/karyawati yang 
berkualifikasi pendidikan sarjana kearsipan 
agar kebutuhan akan sumber daya manusia 
dapat terpenuhi. 
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